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SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 187 TAHUN 2015
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN DARUT TAUHID I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH

.
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Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sehagaimana Keputusan
Derektur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tentang
Pedomandalam lzin Operasional Pondok  Pesantren  terhadap Pondok
Pesantren [Dant Tauhid Il Alamat Jalan Raya Part Banjar Kecamatan
Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

Bahwa dalam rangha kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh Instansi
yang berwenang atas penyvelenggaraan Pondok  Pesantren Dant Tauhid 11
perlu diterbitkan izin operasional bagi Pondok  Pesantren  yang bersangkutan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perly menctapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mempawah tentang lzin Operasional Pondok  Pesantren  Darut
Tauhid 1L

Undang-undang No.20 Tahun 2003 itentang Sotrm Pendsdikan MNaswonal
fLemhbaran Negara Republik Indonesta Tahon 2013 Nomor 78, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesea Nomor 4301

Persturan Femwrintah Rl No. 19 Tahun 2005 temiang standar Nasional
Pendidikan, (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan lLembaran MNegama Repubhik Indoncsia Nomor 44%6) sehagaimana
iclah divbah dengan persturan Pemenntzsh Nomor 32 whun 2003 tontang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor |9 tabun 2005 tentang standar
Masiorsl Pendidikan ( Lembaran  Negara Bepublik Indonesia Tahun 2013
Momaor 71, Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonenia Momor 5410);
Peraturan Pemerintah KI No55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan
Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5410, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769}

Peraturan Pemerintah Rl No.47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar, {Lembaran
sNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 90, Tambshan Lembaran
Megaras Republik Indonesia Nomor 4863 );

Peraturan Pemerintah R NoA% Tahun 2008 tentang Pendansan Pendidikan,
{Lemharan Megara Hepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4864 ),

Peraturan Pemenintah Rl No.l7 Tabun 20010 tentang  Pengelolaan dan
Penvelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuan
010 Nomeor 23, Tambahan |embaran Negara Republik Indonesia Nomer
§]50)ehagaimana telsh diubah dengan Persturan Pemerintsh RI No.77 Tabun
2010 tertany Pengelolaan dan Penyelenggarsan Pendidikan, (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembsran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5157}
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7. Persturan Presiden Nomor 47 Tohun 2007 jonteng  Pengesbostaben fen
Organisasi  Kementerian Mepata sebogaimann telab beberapa lali dmihal
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomer 13 taton 2014 tentang Perbabnn
kelima atns Pernturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pengembentyhan

dan Organisasi Kemenlcrian Negam,
8. Pernturan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 tenisng  Kedudukan, Tugss dan

Fungsi Feelon | kementerian Megnen  sehsgaimana tolsh belwerapa kali diubsh
ternkhir dengan Peraturnn Presiden Nomer 115 tnhun 2014 tentang Pervbahan
ketupuh atas Perafuran Mresigdon Moaor 2 (nhon 2000 lentang Keduduban,

I'lllﬂl-'i Alan Fungsi Bsclon | kementering Megnrg

9, Peraturan Menteri Agamin Nomor 10 tabun 2010 teninng Organleasl dan 1ats
Kerjn Kementerian Agama (Heritn Negam Republik Indonesia tshun 2010
MNomor 592} schagaimana telah bebernpa kali dinhah temkhir dengan Feraturnn
Menteri Agama Nomer 21 talin 2004 tentang Perabahan ketign atas Persturan
Menteri Agama NMomer 10 tnhun 2000 tentang Taln Kerjen Kemontorian A gama
i Rerita Negara Republik Indonesia tlan 2004 Nomor 1114);

10. Persturan Menteri Agama Republik Indonesin Momor 13 Tahun fentang
Organisasi dan tatn Kera instansi vertiknl Kementerlan Agnma (Herita Nogarm
Republik Indonesia tahin 2002 Nomor 351 ),

1. Pernturnn Menieri Agnma Repubilik Indonesia Momor |3 Tahun 2004 tentang
Pendidikan Kesgnmann Islam ( Deritn Negnra Republik Indonesin talion 2014

MNomor 822,
12. Peratwran Menteri Apamn Republik lidoncsin Nomor 18 Tabun 2004 tentang

Satuan Pendidikan Muadaloh pada Pomdok Pesantren { Beritn Negarm Hepublik
Indonesia talmn 2004 Momor 972).

. Keputusan Derckior Jenderal Pendidikon Islem Momor SH77 Tobun 2004
Tentang Pedoman Lzin Operasionnl Pondok PPosantron;

2. Hasil verifikasi olch Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawalh yang
dilaksarkmn ok tanggnl |8 Nopember 2005,

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepaln Kantor Kementerian Agnmn Knbupaten Mempawah Tentang, Lzin
Operazional Pondok Pesantren Dart Toulid 11;

Menctapkan  Pondok Pesantren, Darul Touhid 11 Alamat Jalon Roya Parit Danjor
Kecamatan Mempawah Timur  Kabupaten Mempawnh bechok amtuk mendapntkan
Lzin Operasionnl Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Apamn - Kabupaten
Mempawah;

Pondok Pesantren schogaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban unuk
menjagn nama baik lembagn dan menjunjung tinggi skan nilai nilei keindoneslnan,
kebangsaan, Kenegarnan dan kesatunn yang didasarkan atas Negarn Republik
Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Binika Tunggal Tka:

Pondok Pesantren sehagnimana  dimoksud pada dikium  pertama berhnk  untuk
menyclenggarakan  Pendidikan Keagnmann Islam  dan mendapatkan  fasilitaal,
pembinaan serin perlakuan  yang dibennrkan sesuni dengan peraturan perundang
undangan baik oleh masynrakat movpun instansi Pemerintal;
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Keputusan ini berlako selama 5 (lima ) tahun terhitung sl scjnk  taapEnl
ditctapkan. Selambat lambatnys 6 (enom ) bulan sebelum ixin oporasional berakhir,
pondok  pesaniren  sebagaimana dimaksud pada dikiom pertams beskewsjiban

melakukan pemutahiran kembali,

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 15 Desember 2015

Tembusan Yih :
l. Dirckiur Pendidikan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren

Kementerian Agama R1 di - Jakarta
2. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat di - Pontianak

3. Kepala KUA Kecamatan Mempawah Hilir.
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